
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 2=: TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT ?UHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi

Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik dan

Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional

Kesehatan Tambahan Gelombang III yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O

sebagaimana dirnaksud dalam Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2O2O, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun

2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2O2A, maka dipandang perlu

melakukan penyesuaian kembali Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

;+
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b.

Anggaran 2O2O dengan melakukan Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2A2O yang

mendahului penetapan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2A sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

bahwa Penetapan Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas

sesuai dengan angka V. Hal Khusus Lainnya

pada point 28 dalam Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 28 Tahun 2ALg tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

c.

Mengingat : 1.

1



2.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2AO4 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor

aao0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa?\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2404 Nomor

126, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AOg Nomor

13O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9); f,
+
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3.

4.

5.

6.

7.
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {I"embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan I"embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2Ol9 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2A2O (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 198,

Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6a10);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 212CI tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Ste.bilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corono Virus Di.sease 2Al9 (COVID- 19)

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik ,,

Indonesia Tahun 2A2A Nomor 13a); ${

9.

10.

11.
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12, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4SOZ!,

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun ZAl2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ZAn Nomor lT L,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor LST,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor LLO, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

13.

t4.

*
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15. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kineq'a

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ZAOA Nomor 25,
Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a61,a\

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a73Sl;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

{l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2

tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun z$n Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52721;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4

tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 202A

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan

Barang Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor L42,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);

16.

L7,

18.

19.

t/
v
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OIT

tentang Pembinaan dan pengawasan

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Ind,onesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60a1);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun }ALT
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AW Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

60s7);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1B Nomor

2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6L781;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O1B

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 62791;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lg
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Al9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

*f

I'
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019

tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ZOlg Nomor 1"66,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Nomor 6385);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019
tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

27. Peraturan Presiden Nomor Tg Tahun 2}tg
tentang Rincian Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2A2O

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLg Nomor 22Ol;

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2AZO

tentang Perubahan Postur dan Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2A2O (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor g4l,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 72 Tahun 2A2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2A2O tentang Perubahan Postur dan

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor

1ss);

29. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2A2O

tentang Refoansing Kegiatan, Realokasi

Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 
.

Vints Disea.se 2}lg (COVID-19); ,1

I
X



-9-

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2A06 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ZOll
tentang Perubahan Kedua atas peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 201 1 Nomor 3 10);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 20 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2Alg
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1

tentang Pedoma:r Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 201"9 Nomor 1560);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 75al;

d
I

+
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0

Tahun 2015 tentang pembentukan produk

Hukum Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201g
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan

Barang Milik Daerah {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7l;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2Ol7 tentang pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2AL7 Nomor fi671;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1213);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daerah

Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 655);

\/

+

X
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2O2O tentang Percepatan Penanganan

Corona Virus Diseaae zOLg di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2a9l;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

3S/PMK.OT /2O2A tentang Pengelolaan Transfer

ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran

2O2A Dahm Rangka Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)

dan/atau Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

76IPMK.OT 12O2O tentang Pengelolaan

39.

40.

Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 6781;

41. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Keuangan Nomor Llg /28l3lSJ dan

Nomor 177 /KMK.A7 /2A2A tentang Percepatan

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2OZA dahm rangka

Penanganan Carona Vints Disease 2019

(COVID- 19), serta Pengamanan Daya Beli

Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor

10/KM.7 /2A2A tentang Penundaan Penyaluran

Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil

Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak

Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

{

h
Anggaran 2A2A;
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43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
15/KM.712A2O tentang Tata Cara pengelolaan

dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang III Tahun Anggaran Z02A

44, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2A2O tentang pencegahan penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corono Vints Disease
2019 di Lingkungan pemerintah Daerah;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin {Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor 0S), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir d.engan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2A12 Nomor 01);

ti
:.1

+
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47. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2CI12 tentang pokok-pokok pengelolaan

Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2OL6 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 1O Tahun 20lg bntang perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2019 Nomor 10);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun zAfi tentang Pelaksanaan Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2OtT Nomor 09, Tambahan

l,embaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01];

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08

Tahun 2Drc tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2O

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2Ol9 Nomor 08);

r/I
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51. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis tUpT) Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008

Nomor O2), sebagaimana telah diubah beberapa

ka1i, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin

Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2015 Nomor 29);

52. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2AL6

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016

Nomor 06);

53. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2A16

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun z}rc Nomor 25),

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor

31 Tahun 2018 tentang Perubalran Kedua Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2OL6

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Keq'a Perangkat

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
+

\
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54. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2A1.7

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2017 Nomor 48);

55. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2Ol9

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2A (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol9 Nomor

28l', sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor

13 Tahun 2O2A tentang Perubahan Kelima Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2A {Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2420 Nomor

13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR

28 TAHUN 2OI9 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasa1 I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2A (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2Al9 Nomor

28), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

a. Peraturan Bupati Tapin Nomor O 1 Tahun 2A2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2419

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2A (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun i;

2A2A Nomor O 1); I

h
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b. Peraturan Bupati rapin Nomnr 05 Tahun zo2a tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 2g rahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah rahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2O2O Nomor 05);

c. Peraturan Bupati rapin Nomor oB Tahun 2o2a tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati rapin Nomor 28 Tahun

2otg tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2o2a {Berita Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2O2O Nomor 08);

d. Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28

Tahun 2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2A (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2O2A Nomor 12); dan

e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2O2A tentang

Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun

2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2A2O Nomor 13);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Fasal I diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2O2A berjumlah Rp1.284.352.340.105,00 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan

2. Belanja Daerah

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 1 .066. 1 30.523.675,00

Rp 1.28 1. 1O2.340. 105.00

Rp{2 14.97 1. I 1 6.430,00)

Rp218.221 .816.430,00

Rp3.250.000.000.00

Rp214.971.816.430,00 ti
,f
I +

{

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,00
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2. Ketentuan dalam l"ampiran I. Ringkasan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2o2o diubah,
sehingga l,ampiran I. Ringkasan penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2020 berbunyi
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian Udak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam l,ampiran Ia. Ringkasan Anggaran pendapatan

dan Belary'a Daerah rahun Anggaran 2a2a Berdasarkan Rincian

Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga

Lampiran Ia. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O Berdasarkan Rincian Obyek

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berbunyi menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam la.mpiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2CI2o pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Ka4ra, dan Bidang

Sumber Daya ffr), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan,

Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas

Perikanan diubah, sedangkan yang lainnya tidak mengalami

perubahan, sehingga Lampiran II. Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Kar5ra, dan

Bidang Sumber Daya Air), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan,

Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas

Perikanan berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan1'a

Daerah Tahun Anggaran 2A2O pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya, dan Bidang Sumber Daya

Air), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman 
r,

dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan yang 7
merupakan bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.

4.

+

(
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

2*2\,1

Diundangkan di Rantau

pada tanggal ?C Jufi 20?C

A*

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2O2O NOMOR E5
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